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BAB V 

  PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas maka penelitian ini 

berkesimpulan bahwa : 

1. Setelah membenah dan menganalis  data program-program kemiskinan di 

dinas sosial melalui renstra,  ada 4 program kemiskinan di dinas sosial 

yaitu Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil 

(KAT) dan PMKS lainya, Program pelayanan dan rehabilitasi 

kesejahteraan sosial, Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial 

(eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya), Program 

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Dari ke 4 program 

tersebut Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil 

(KAT) dan PMKS lainya dan Program pembinaan eks penyandang 

penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya) 

memiliki penganggaran yang sangat bagus dari pada program program 

lainya. Di Program pemberdayaan fakir miskin Komunitas adat terpencil 

(KAT) dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk 

kemiskinan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 72,60% anggaran 

yang langsung ke masyarakat dan hanya 27,40 angaran yang tidak 

langsung kemasyarakat, dan untuk PMKS lainya dan Program pembinaan 

eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan 

penyakit sosial lainnya) dari keseluruhan anggaran yang dikeluarkan 

pemerintah untuk kemiskinan dari tahun 2016-2020 memiliki rata-rata 
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70,84% anggaran yang langsung kemasyarakat dan hanya 29,16% 

anggaran yang tidak langsung kemasyarakat, Sementara Program lainya 

yaitu Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan Program 

Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial memiliki rata-rata 

anggaran yang tidak langsung kemasyarakat lebih besar dari pada rata-rata 

anggaran yang langsung kemasyarakat. Untuk Program pelayanan dan 

rehabilitasi kesejahteraan sosial memiliki rata-rata anggaran kemiskinan 

dari tahun 2016-2020 yaitu 46,82% untuk anggaran yang langsung 

kemasyarakat dan 53,18 untuk anggaran yang tidak lansung ke masyarakat 

dan utuk Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 

memiliki rata-rata anggaran kemiskinan dari tahun 2016-2020 yaitu 2,38% 

anggaran yang langsung kemsayarakat dan 97,62% yang tidak langsung 

kemasyarakat 

2. Di dinas pertanian memiliki 6 program untuk kemiskinan yaitu Program 

Peningkatan Kesejahteraan Petani, Program Pemberdayaan Penyuluh 

Pertanian /Perkebunan Lapangan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil 

Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi 

Pertanian / Perkebunan, program penigkatan ketahanan pangan, program 

penigkatan produksi pertanian/perkebunan. Dari ke 6 program tersebut ada 

4 program yang memiliki penganggaran yang baik yaitu, Program 

Peningkatan Kesejahteraan Petani, program penigkatan ketahanan pangan, 

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan, dan 

program penigkatan produksi pertanian/perkebunan. Di Program 
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Peningkatan Kesejahteraan Petani dari keseluruhan anggaran yang 

dikeluarkan pemerintah untuk kemiskinan dari tahun 2016-2020 memiliki 

rata-rata 53,68% untuk angaran yang langsung kemasyarakat dan 46,32% 

untuk anggaran yang tidak langsung kemasyarakat, Untuk  program 

penigkatan ketahanan pangan memiliki rata-rata 69,34% anggaran yang 

langsung kemasyarakat dan 30,66% anggaran yang tidak lansung 

kemasyarakat, di Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / 

Perkebunan memiliki rata-rata 100% anggaran yang langsung 

kemasyarakat, dan untuk program penigkatan produksi 

pertanian/perkebunan juga memiliki rata-rata 100% untuk anggaran yang 

langsung kemasyarakat. Sementara untuk kedua program lainya yaitu 

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan dan 

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan memiliki 

rata-rata anggaran yang tidak langsung kemasyarakat lebih besar dari pada 

rata-rata anggaran yang langsung kemasyarakat. Pada program 

Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan memiliki rata-

rata anggaran kemiskinan dari tahun 2016-2020 yaitu 100% untuk 

anggaran yang tidak langsung kemasyarakat dan untuk program 

Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/Perkebunan memiliki rata-rata 

hanya 2,34 % untuk anggaran yang langsung ke masyarakat sedangkan 

97,66% anggaran yang tidak langsung kemasyarakat. 

3. Setelah mengetahui fakta diatas bias terlihat bahwa di Dinas Pertanian 

mempunyai pnganggaran yang lebih baik dari pada dinas sosial, dimana 
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dalam dinas pertanian banyak program-program yang anggaranya 

langsung dinikmati atau langsung ke masyarakat dibandingkan dengan 

yang ada di Dinas Sosial. 

 

5.1 Saran 

Adapun beberapa rekomendasi saran terkait hasil analisis diatas penulis 

merekomendasikan saran sebagai bereikut : 

1. Terkait kebijakan anggaran kemiskinan pemerintah diharapkan dapat 

lebih mengoptimalisasikan anggaran anggaran  untuk kemiskinan agar 

penganggaran di setiap aspek aspek dapat berjalan dengan baik dan 

merata. 

2. Perencaan program harus dipastikan untuk dapat ditingkatkan sehingga 

tidak hanya layak tetapi juga memberikan manfaat pada saat 

dibutuhkan. 

3. Mengevaluasi program agar nantinya penganggaran lebih kena 

langsung kemsyarakat. 

4. Upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo  dalam memantau dan 

evalusai yang lebih baik juga dapat mengidentifakasi kemiskinan 

dalam perancangan program program.  

5. Memperhatikan anggaran pemerintah yang sering mengendap disatu 

aspek agar semua aloaksi berjalan dengan baik. 
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